g _'.PENGEL@LAAN jAR%NGAN @@K?UMTN’EASE
BAN EN?@RMASE HUKUM DI BANK INDONESIA
SEBAGAE LEMEAGA NEGARA DALAM -
' EM?LEMENTASE KETERBUKAAN
ENE’ ORMASI PUBLIK*

Oieh Hermmmaskh, S.H.

e A Amanat Undam Ejndang Ne 14 ’E“ﬁmn 20{}8 teni:ang Keterbukaan -
e 'Infox masi Publik (UU KIP)

“onoDiera reformasi saat ini, ansparansi sebagai upaya untuk

mewujudkan good cos pamre governance mgrupakan suate hal yang

-~ mutlak untuk dilaksanakan. Salah satu cerminan dan transparansi adalah

- "dijamumya hak warga negara untuk memperoleh informasi yang terkait

dengan penyelenggaraan negara. Guna memberikan landasan hukum

- bagi warga negara untuk memperoleh Informasi Publik telah diterbitkan

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang
.-mulal bertaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

Dalam Pasat 7 ayat (1) UL KIP didur babwa Badan Publik wajib

. menyediakan, memberikan, danfatau menerbitkan Informast Pubitk yang

_ bemcz’a di bawah kewenangannyva kepada Pemohon Informasi FPullik,
selain informasi yang dikecualikan sesual dengan ketemtuan.

. Adapun, yang dimaksud dengan Badan Publik adalahi lembaga

ekselutif, legislatif, yvudikanf, dan badan lain yang fungsi dan ugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang. sebagian
atau selurul dananva bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, arau
organisasi non pemerinialt sepanjang sebagtan atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendaparan, dan Belanja Negara-dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral, sumbangan masvarakat,
dan atau luar negeri (vide Pasal 1 angka 3 UU KIP).

Yang termasuk dalam Informasi Publik adalah informasi vang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suaiu

* Disampatkan pada Perterouan Berkala Javingan Dokumentasi dan Informasi Hukom ke XIX, Batan:,
20-22 Jult 2010
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badan pnbhk ycmg bmkazm;r dengan peme!engrgma dan penwhuzgqm a(m_ .
:'.-'negara dcm/amu penyelenggara dan - penyelenggaraan badan publik

. :Iamma yang :sesuai dengan Undang- Undcmg ini serta informasi lain
yang ber&anan dengan kepemmgun pubhk (v1de Pasal 1 angka 2 U] -

KIP).

Uy KIP telah mencratm mengenzu Inform'isz Publik yang wajib

disediakan dan diumumkan yaitu:

a. informlasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b, informast yang wajib diumumkan sesta:merta; dan

c. informasi yang wajib tersedia setiapssaat.

Namun demikian, UU KIP juga telah mengatur mengenai pengecualian

terhadap I\ewayban membulka Informasi Publk, yait

142

a, Informasi Pubhk yang apabila d1buk'1 dan diberikan kepada Pemohon
informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;

b.  Informasi Pubiik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemchon
Informasi Pubiik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak
atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat;

c. Informasi Pubilik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat membazhayakan pertahanan dan keamanan
negary;

d. Informasi Pubkik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e. Informasi PubliX yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik;»dapat merugikan ketahanan ckonomi nasional;

. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informasi Publik, dapat merugikan keépentinganshubufigan luar negert;

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi
akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasial seseorang;

h.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Intormasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
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i Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan -
.. Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan -

..:'KOH’HSI Informasi atau pengadilan;
j. o Informds1 yang txdak boleh dmnoi\apkan berdasarkan Undang-Undang.
o KI Penggunaan Websxte sebagal Medla Komumkasx dan Sarana
' Penyebarluasan Informasi di Bank Indonesia

. '. "A .:-_Webszte Intranet Bank Iudonesm Untuk Pihak Internal

: Medla elektromk yang dlounakan dalam 1an0ka penyebarluasan
S '_1nforma31 Kepada intern Bank Indonesia adalah website intranet
~ 'Bank Indenesia-Bank Indonesia Internal Communication (BICOM).
‘BICOM bukan hanya ditujukan sebagi alat komunikasi internal
‘Bank Indonesia, namun juga menyediakan berbagal macam informasi
dan layanan yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban
pegawai. BICOM juga merupakan salah satu upaya bagi Bl untuk
mewujudkan asas transparansi bagi pegawai, karena semua aplikasi
dan fasilitas yang disediakan dapat diakses secara online oleh semua
A pegawa1 misalnya cuti, Jowongan jabatan dalam rangka promosi,
‘antrian rumah dinas, bahkan kewajiban pegawai untuk melaporkan
hasil pelatihan maupun studi banding vang telah dilaksanakan:

~ Pada awal bulan Juli 2010 telah dilaunching BICOM yang
baru yaitu Bank Indonesia Layanan Intranet Kita {(BLINK) yang
telah disempurnakan dan dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang
lebih usew friendly. Dalam tampilan BLINK terdapat beberapa fasilitas
antara lain:

1, Berita

" Berita dan isu terbaru serta kegiatan yang dilaksanakan oleh
Bank Indonesia baik di*Kantor Pusat, Kantor Bank Indonesia
di daerah, dan Kantor Perwakilan di‘luarnegeri, maupun kerja
sama dengan instansi lain.

2. Pustaka

Berisi informasi atau data rujukan untuk mendukung proses
keja, misalnya bahan presentasi, data dan statistik ekonomi.
buku-buku, dan publikast lainnya.
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B 3. ;';'inyaﬁ_aﬁ_z-ﬁ Sl R

 Berisi fasilitas b’z’i'gi_pegawai, antaralain pemesanan dan antrian
o rumah dings, -t agERL e s, Mg RN
w4 Kantor g "
' Memuat homepage Satuan Kerja setingkat Direktorat yzmg
* pengelolaannya dilakukan oleh Dircktorat yang bersangkutan,
-~ Memuat fasilitas terkait pengembangan minat pegawai terhadap
4 /Suaty bidang keahlian atau hobi maupun kesenian serta komunitas
~ informal yang ada di Bank Indonesia. Dalam forum ini pegawai
dapat éeca_ra_akt_i_f_.b_erin_t_eraks_i dengan pegawai lain.

6. Ruangku. .
... Pegawai dapat berinteraksi dengan pegawai [ain secara personal
- . untuk memperoleh informasi yang dibutahkan.

boRmm e RRas L - N NIRRT . R v cTimw Tooh e

ey -

P S et
; - 1
! f 5 N ;
i ; N B i

AdRa 0N Lo 20T

website intranet Bank Indonesia — BLINK
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" sitomap BUINK-
B. Website Internet Bank Indonesia Untuk Pihak Eksternal

-1 Penyebaran informasi kepad.a pihak eksternal Bank Indonesia
~ dilakukan melalui websire Internet Bank Indonesia —www.bi.go.id.

Rl S

e e o e

Faer porrepam T Wy Samieg

website internet Bank Indonesia - www.bi.go.id
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* ~Dalam website ini masyarakat dapat memperoleh informasi mengenaj . -

Bank Indonesia termasuk di dalamnya tugas dan kewajiban serta
kegiatan dan kinerja Bank Indonesias

Fasilitas informasi’ -yang disediakan dalam website ekstemal

Bark Indonesiaantara lain:

21

D

‘BidangMoneter -

Berisi materi ikhtisar moneter, antara lain: lelang Sertifikat
Bank Indonesia, Kurs bank Tndonesia, Indikator Moneter, dan
Tingkat Kupon Obligasi Negara yang Diperdagangkan di Pasar
Sekunder,

Bidang Perbankan

Berisi Informasi ikhtisar perbankan, antara lain: Edukasi
Masyarakat di Bidang Perbankan, Boaklet Perbankan Indonesia,
Indikator Perbankan Nasional, Laporan Keuangan Publikasi
Bank, dan Implementasi Basel 11 di Indonesia,

Bidang Slstem Pembayaran

'Memu_at_ informast ikhtisar sistem pembayaran, antara lain:

Pelayanan Kas, Keterangan Libur pada Hari Operasional Sistemn

. Pembayaran, dan Indikator Sistem Pembayaran.

Ruang Media
Berisi agenda kegiatan serta berita terkait Bank Indonesia.
Peraturan

Berist informasi pener bitan Pelaturan Perundanv—undanoan Banlk
Indonesiatterbarn. . -

Publikasi

Berisi berbagai jenis publikasisbaik yang diterbitkan oleh Bank
Indonesia maupun hasil laporan dari Bank.

Statistik

Berisi data yang berkualitas terkait Statistik ekonomi dan keuangan
Indonesia, Statistik Ekonomi dan Kenangan Daerah, dan Statistik
Sistem Pembayaran.
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III Informas: Hukum dl Bank Indonesna T _
}ems Informas; Hukum d1 Bank Indoneeua antara lam

eratuxan Perundang undanoan Bank .’mdonesm

- Gubernur (PDG), Smat Edaran Bank Indonesia Ekstern (SEBI

Keputusan Pem:mpm Bank Indonesm :

'.; Merupakan bentuk ketentuan vang dikeluarkan oleh Bank Indones1a :
‘oyang bEl‘Slfat penetapan (beschzkkmg) : S

_ uix atau Pendapat Hukum

e "Benm pendapat atau opini hukum teikalt pelaksanaan tugas Bank
- Indonesia.

d. -Kajian Hukum
‘Berisi hasil kajian atau penelitian hukum.
e. Laporan Sidang

Berisi laporan pelaksanaan gidang atas kasus yang sedang dihadapi
oleh Bank Indonesia termasuk dokumen pendukung.

f.  Stance Bank Indonesia terhadap draf Rancangan Peraturan Perundaﬂg~
undangan Republik Indonesia

Berisi tanggapan atan masukan Bank Indonesia terhadap Rancangan
. Peraturan, Perundang-undangan Republik Indonesia yang sedang
dibahas.

g. Salinan Buku Saku Undang-Undang Republik Indonesia

Berisi salinan atas Undang-Undang Republik Indonesia yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

-h. . Bank Indonesia Lawyers List

Berisi daftar penasihat hukum eksternal sebagai referensi dalam
rangka pengadaan jasa penasihat hukum bagi Bank Indonesia.

i. Perjanjian Kerja Sama

Berisi dokumen perjanjian antara Bank Indones1a dengan pihak
ketiga.
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-'ﬁ_*.Indonesm yaltu Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Dewan &

: :Ekstem) dan Surat Edaran Bank Indonesxa Intem (SEBI Intern) i




Bank Indonesm meiakuk‘m penyebarluasan informasi hukum melaiu; L

| '.':bf:belapa medm antara lain:

“a.  Sarana RISEt dan Andhs;s Hukum (SARAH) SARAI—I merupakan: -
' homepage Duektorat Hukum Bank Indonesia yang ada dalam taenu
“Kantor”. di’ website: BLI’\IK SARAH hdnya dapa{ d1akses oleh |
peoawax Bank Indonesza

ERETR S

B ek & T ThTE R s

Lottt d Dol VERRGETA TS gl

Folawt L o) PR L TR R D T e 1 e

Pt deai ] ot ds

URNREer €k eyl

R ETES Lo S PHREE TR
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- website Sarana Riset dan Analisis Hakom (SARAH)

Beberapa fasilitas yangedisediakan dalam SARAH antaradin:

1. pencarian PBI, PDG, SERI Ekstern, dan SEBI Intern termasulk
ketentuan Bank Indonesia yang dikeluarkan sebelum tahun 1999
dalam tormat pdf;

-

informasi mengenai status Peraturan Perundang-undangan Bank
Indonesia, apakah peraturan masih berlaku, telah dicabut, atau
diubah termasuk rincian pasal yang dicabut atau diubah:
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i I\umpulan def1n151 istilah (glosarium). yang ada dalam Pe}.atm m_:_-' '
' Pel undanfJ undanvan Bank Indonesia. : o

'SARAH .juga menampilkan 40 (sepuluh) Peraturan Perundanc

.'_-_Undanvan Bank Indonema terbaru

b vebszte eksternai BanL Indonesm — W bz go id

- Dari keempat jenis Peraturan Perundang-undangan yang chtelbltkan '

N -oleh Bank Indonesia yang memiliki sifat mengikat kepada pthak

- eksternal Bank Indonesia adalah PBI dan SEBI Ekstern. Oleh karena _
itu sglain ditayangkan di SARAH, PBI dan SEBI Ekstern juga -
ditayangkan di internet Bank Indonesia — wwwbi.go.id. PBI dan
SE Ekstern tersebut dilengkapi juga dengan frequently asked quesiions

{(fag) dan ringkasan.

matling list Contact Person Penerima Peraturan Perundang-undangan
Bank Indonesia (CP3BD)

merupakan mailing list yang ditvjukan untuk menginformasikan
 terbitnya Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia baru kepada
‘anggola mazlmg list yang terdiri dar perwakilan pegawai Bank
Indonesia di setiap Satuan Kerja, baik di Kantor Pusat, Kuntor
Bank Indonesia di daerah, dan Kantor Perwakilan di fuar negeri.

mailing fist Bank Umum

merupakan mailing {ist yang ditujukan untuk menginformasikan
terbitnya Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia baru berupa
PBI dan SEBI Ekstern kepada anggota mailing list yang terdiri
dari perwakilan dan setiap Bank Umum di seluruh Indonesia.

Cyber Law:Library (CLL)

CLL merupakamn/iomepage Perpustakaan Hakum Direktorat Hukum.
" 'CLL dilaunching pada bulan Mei 2010, dengan menyediakan koleksi
pustaka khusus di bidang,hukum, antara lain buku hukum, juzpal
hukum termasuk jurnal online, dammajalah hukum. Beberapa fasilitas
yang bisa digunakan pengguna antara lain pencarian koleksi pustaka
hukum, pemesanan dan peminjaman buku, serta pemesanan Buku
Salu Salinan Undang-Undang, vang kesemuanya dapat dilakukan
secara online.

Koleksi perpustakaan hukum dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal.
Pihak eksternal yang membutuhkan dapat datang langsung ke
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homepage Cyber Law Libmiy (CLL)

Perpustakaan Hukum di Gedung Tipikal, lantai 11, Komplek
Perkantoran Bank Indonesia.

- Saatini kami di Bank Indonesia sedang mengembangkan kerja-sama

dengan Perpustakaan instansi lain untuk saling melengkapi dan
memenuhi kebutuhan terhadap koleksi pustaka.

E-Lawver

E-Lawyer merupakan fomepage di SARAH yang pembangunannya
ditujukan untuk “‘mengakomodir kebutuhan pegawai khususnya dj
Satuan Kerja Direktorat.Hukum terhadap dokumentasi dan informasi

. hukum untuk memperlancarpenyclesaian tugas.

Beberapa fasilitas yang terdapat di e-lawyer adalah:
1. Pencarian Dokumen

Pengguna diberikan fasilitas untuk melakukan pencarian kembali
dokumen hukum lama misalnya kajian, opini hukum, catatan,
laporan, dan Memorie van Toelichiing (MvT) yang dapat dijadikan
referensi bagi pegawai Direktorat Hukum dalam menyusun kajian
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homepage e-lawyer

. atau opini hukum schingga Kajian atau opini hukum yang baru
«dapat febih komprehensif dan konsisten.

b o

.. Forum Diskusi

‘Pengguna diberikan fasilitas untuk membuka forum diskusi
sesual dengan topik/fpermasalahan yang dibutuhkan.

v lhiplenwﬁwﬁ Undang-Undang Kcterbukaan Informasi Publik dalam
Pengelolaan Informasi di.Bank Indonesia

Sebelum UU KIP diterbitkan, transparansi informasi Publikmetupakan

concern utama Bank Indonesia Bahkan. di Bank Tadonesia telah dibentuk

- Unit Kerja Khusuas setingkat Direktorat yang menangani manajemen

‘informasi. Selain itu pelaksanaan manajemen informasi di Bank Indonesia
telah diatur dalan: ketentuan internal Bank Indonesia.

Ketentuan tersebut telah mengatur mengenai pengelolaan informasi
sejak diciptakan sampai dengan dimusnahkan termasuk pelaksanaan fungsi
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" _dxlaksanakan oieh Satu'm Keua pcnﬂeloia informasi antdla Lun

nggung _;awab"'senap Satuan Ke1 ja’ Bebempa funﬂsa yano hams":_'

La. Produsen Informam (I;zﬁaunanon PlOdI!C(ff) yang secara umum

memxhiﬂ tugas untulmengumpulkan, menjaga muty dan keutuhan _
: menyzmpan/menjaca l«.eamanan mfo;maﬁ serta menyedmhan---
informasi; -

'b Pendtalayan mfmmasx (Iry‘“onnarzon Stewa;d), yano secara umum_ S

~memiliki tugas untuk mengkoordinasikan tugas penyediaan mformam .
- yang ddakukcm oleh Produsen Informasi: dan S

c. Manajer Into_rmasr (Information Manager), yang secara umum
memiliki tugas menyetujui pemintaan informasi dengan berdasarkan
daftar Klasifikasi tingkatan informasi.

Adapun pengelompokkan informasi di Bank Indonesia berdasarkan
tingkatannya adalah:

a. Informasi Sangat Rahasia (Top Secrer);

‘b, Informasi Texbatas (Resmcted},

Bt 4 Selektif (Se[ecz‘ed) atau

d." Informasi Publik (Publzc)

“Yang termasuk informasi publik dalam Ketentuan Bank Indonesia
tersebut adalah informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Sejalan dengan amanat Pasal 9 UU KIP. Bank Indonesia telah
menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala antara lain:

4. hal-hal terkait Bank Indonesia, misalnya tugas dan wewenang Bank

Indonesia

b. agenda kegiatan Bank Indonesia

152

c. Tinjauan Kebijakan Moneter (TKM)

memuat hasil evaluasi atas perkembangan terkini mengenai inflasi,
nilai tukar dan kondisi moneter selama bulan laporan, serta keputusan
respon kebijakan moneter yang ditempuh BL. TKM dipublikasikan
secara bulanan setelah RDG pada setiap bulan Februari, Maret,
Mei, Juni, Agustus, September, November dan Desember.
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b Lapcn an Puel\onommn indone%m

.'.'me; upa}nn bentu ldp(}idﬂ peh]\mnaan tugas dan wewenang Bl
yang dlSr.ln"lpdlli.i] S\epdda DPR dan Pemerintah pdd'l setiap tahun
._ :d‘ﬂ.sm rangka pemenuhan amanat yang dloarmkan dalam UU No.23/
1999 tentang Bl sebaﬂa;mdm telah chub"m dengan UU No.6/2009.

e, Laporan Kepada DPR RI
oo iinformasikan setiap iriwuiaﬁ memuat hasil evaluasi perekonomian/
L kebija] an moneter, perl b&nl\a;} sistem pembayaran dan manajemen
. interp BL - : Do

i .SEdaﬂG’;\dﬂ Imclmasx yLmG waub diumumkan serfa merta scbagaimana
diatur /dalam Pasal 10 UU’ KIP, antara lain pengumuman mengenai
adanya penerbitan ketentuan Bank Indonesia yang bersifal mendesak

yang dikeluarkan dalam rangka menghadapi Kondisi perekonomian yang
‘mengkhawatirkan. Informast ini perln diketahui secara seketika oleh
"_:m'asyamkat khususnya pihak perbankan. Oleh Karena it: segers setelah

" diterbitkan, Bank lndonesia akan mengelnarkan siaran pers untuk
3menomf01 mast\an adanya peraturaz tersebut.

P‘l%dl 11 UU E\JP mewajlb}\an Badan Publik menyediakan informasi

_.yang wajib tersedia setiap saat. Yang termasuk informasi yang wajib
tersedia setiap saat di Bank Indonesia antara lain:

a. Kalender operasional pelayanan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia

b. - Informasi mengenal kebijakan Bank Indonesia yang disampaikan
-.-dalam forum {erbuka, misalpya mengenai BI - rate, kebijakan monetes,
-dan perbankan '
c. Informasi terkaitystatus berlakunya peraturan
Dalam hal pengguna memcrlukan informasi terkait status bertakunya
suatu peraturan maka penggunadapat menghubungi DirektoratHukum
Bank Indonesia untuk meminta Informasi-dimaksud.

d. Informasi Debitur Individual (1D

Bagi lembaga keuangan, IDI yang diperoleh diharapkan dapat
dimanfaatkan antara lain untuk mengetahui kredibilitas (kelayakan)
calon penerima fasilitas penyediaan dana (debitur}) dan untuk
mengetahui calon debitur dimaksud sedang menerima fasilitas
penyediaan dana dari lembaga lain atau tidak, Bagi individu yang
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; .'bers'awkutan IDI yang diperoleh diharapkan mampu memberikan
: _edukam posmf untuk senantiasa bertanggungjawab terhadap kewajiban

jREy _'.Rredlt yang telah diterimanya, sekaligus untuk membantu melakukan

. ;_lembagd keuanﬁan kepada. Bank mdonesm

8 e :.Kurs Banl\ faon

. :'Data Pioyeln_m lemchtas Harian |

i '-'Infomms,l in divmumkan- kepada pe}aku pasar dan m'isyaiakdt _'

-sebanyak dua kali setiap harinya melalui website BI, BI-SSSS dan
- sarang lainnya, untuk membantu pengelolaan kebutuhan likuiditasnya
- dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka

~Lopr).

‘Tidak semua Informam di Bank Indonesia dapat diakses oleh publik.

"'Bebempa Informasi dikecualikan dan kewajiban pembukaan akses bagi
- pemohon Informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP,
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‘Beberapa Informasi tersebut antara lain: rencana awal perubahan nilaj

tukar, suku bunga, model operasi moneter, rencana awal perubahan
suku bunga Bank, dan rahasia bagk, Namun demikian, pengecualian

tersebut tidak bersifat mutlak, Untuk beberapa kepentingan yang telah

diatur dalam Undang-Undang, rahasia bank dapat dikecualikan, mlsalny&
untuk, kepentingan penanganan tindak pidana pencucian uang
pembeiantasan terorisme, dan tindak pidana korupsi.

Saatiini Bank Indonesia dengan Dirjen Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen PP Kemkumham)
tengah bekerja'sama datam rangka integrasi data peraturan yang dikeluarkan
oleh Bank Indonesia ke dalam website milik Dirjen PP - Kemkumham
untuk melengkapi peraturan dan instansi lain yang telah ada. Peraturan
Perundang-undangan Bankidndonesia yang saat ini telah tercantum dafam
website Dirjen PP Kemkumham“adalah PBI.
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